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PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSAI,IAAN DAN
PENNTAUSAHAAN,PERTAhIGGUNGJAV{ABN{DANPELAFORN{

SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBATI DAN BANTUAN SOSIAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAIIIAN

DENGAN RAHMAT ruHAN YANG MAHA ESA

BUPAN PASAMAN,

: a. bahwa untuk menyikapi berbagai kendala dalan
pelaksanaan dan pertarqgurqgiawaban pernberian Hibah
dan Banfuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan
penyusunan kembali tentang Ha cara Fnganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjaraban dan
pelaporan *rta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan
sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perafunan Bupati Pasaman
yang mengafur tentang tata cala penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertarggungiau,aban dan
pelapran sertia monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan
sosial dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentarq
Pembentukan Daerah Otonorn lGbupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tergah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25lio undarq-urdang nomor 38
tahun 2003 (Lembaran Negana Tahun 2tX)3 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4348);

2- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakahn (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nsnor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negam Republik lndonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zfiN tentarqg
PerbendaharcEn Negara (Lembaran l@ara Republik
lndonesia Tahun 2W Nomor 5, Tambahan Len6aran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun z0o4- tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaumb Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun ?Oo4. Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negam Nomor 400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun z0o4. tentang
Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Rryublk
fndonesia Tahun z00d- Nomor 125, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 443T sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undarq
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun ?SU tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nqara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nqnor 4844):

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun z0o4 tentarg
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomoraa3S);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran
Negara Republik lndonesia Tahun zOfi Nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik lrdoneia Nomor
52il);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Nomor4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

11. Peraturan Psnerintah Nomor 38 Tahun zWZ tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OA7

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara lrlomor 4737);

12. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun
201A tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2O12;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20ffi
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun z0t1
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2A12;



Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun
zAW tentang Urusan Penetintahan [laerah Kabupaten
Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2W Nornor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun
20AT tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
(Lembaran Daerah Tahun 2W7 Nomor 23);

18. Peraturan Drerah lGbupaten Pasaman t{omor 11 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda
Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun z0fi Nornor
1 1);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI PASAhilAN TENTANG TAIA CARA
PENGANGGARAN, PEIJAKSANMN DAN PENATAUSA}IAAN,
PERTANGGUNGJAVI'ABAN DAN PEI3PORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSLAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrran Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggam pelnerintahan daerah.

2. Kepala Daerah adalah Bupati-

3. Dewan Penrakilan Ralqyat Daerah yang selaniutnya
disingkat DPRD adatah lembaga peruakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Keuangan Daerah adalah smua hak dan keumjiban daerah
dalam rangka penyelenggalaan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya ryala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewaiiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang
selanjutrya disingkat APBD adalah lencana keuangan
tahunan pemerinhhan daerah yang dibahas dan disetuiui
bersama obh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan keria pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.



7. Satuan Keria Perqelola Keuangan Daerah Fng selanjtrtnya
disingkat SKPKD adalah perargkd daerah pada
Pemerintah Daerah yang mehksanakan perqpkolaan APBD-

8- Sahran Kerja Perangkat Dsah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat drerah pada pernerintah daemh
selaku pengguna anggararil barang.

9. Tim Anggaran Pemerinhh Daerah yarry selaniutnya
disingkat TAPD dalah tim yang dibentuk dengan kepdusan
Kepala Daerah dan dipimpin obh sekrctaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebiiakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari peiabat perencana daerah,
PPKD dan peiabat lainnya sesuai dengan k*trtuhan-

l0.Bendahara Umum Daerah yang selaniufrrya disingkat BUD
adalah peiabat yang dituniuk oleh Bupati Pasaman diberi
kenrcnangan untuk melakukan pengelolaan Kas Daerah.

1l.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selaniutnya disingkat
Kuasa BUD adalah peiabat yang dituniuk ohh Bupati
Pasaman diberi sebagian keuenangan unfuk melakukan
pengelolaan l(as Daerah.

l2.Pengguna Anggaran PPKD yang selaniutnya disingkat PA-
PPKD adalah peiabat yang dituniuk oleh Bupati Pasaman
pemegang kewenangan penggunaan anggaftm PPKD-

13.Kuasa Pengguna Anggaran PPKD yarg selaniutnya
disingkat KPA-PPKD adalah peiabd yang ditunjuk oleh
Bupati Pasaman yang diberi kanenangan untuk mengelola
anggaran PPKD.

l4.Rencana Keda dan Anggaran PPKD yang selaniutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana keria dan anggaran
dinas pandapatan dan pengelolaan keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

l5.Rencana Keria dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi prqram, kegiatan dan anggaran
SKPD.

l6.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjurtnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran dinas pandapatan dan pengelolaan keuangan
selaku Bendahara Umum Daerah.

lT.Dokumen Pelaksanaan furggaran SKPD yang selaniutnya
disingkat DPASKPD merupakan dokulnen yang memuat
pendapatan dan belania setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan obh pengguna anggaran-

18.Surat Permintaan Pembayaran yang selaniutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pqiabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatar/ bendahara
pengeluaran.



-/

19.Surat Perintah Membayar yang selanjuhya disingkat SPM
adalah dokumen perintah untuk memhyarkan seiumlah
uang oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum
Daerah.

20.Surat Perintah Pencairan Dana yang ehniuktp disingkat
SP2D adalah dokurnen pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUDI Kuasa BUD untuk pencaimn dana dad kas
daerah.

21.Hibah adalah penrberian uand barang atau jasa dari
penrerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kanasyarakatan, yang s*ra spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak waiib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menelus yang berfuiuan
untuk menuniang pnyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.

Z?.Banfilmrn sosial adalah pemberian bantuan berupa uand
barang dari pemerintah daerah kepada irdividu, keluarga,
kelompok danl atau masyarakat yang siffitya tidak secarl
terus menens dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan tedadinya resiko smial,

23.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiuva yang dapat
menimbulkan potensi tedadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh indMdu, keluarga, kelunpok dan/ atau
masyarakat sebagai darnpak kisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang iika
tidak diberikan belania bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hitlup dalam kondisitmiar.

24.Naskah Pedanjian Hibah Daerah selanitrtnya disingkat
NPHD adalah naskah perianiian hibah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belania Daenah disertai dengan
palda integritas dari penerima hibah.

25.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masyarakat vuarga negara Republik
lndonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan
dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan
Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifut nasional dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertarqgungjarruaban sertia monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan smial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal2 dapat berupa uang,
barang, atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat
berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penerintah daerah dapat nremberkan hibah sesuai
kemampuan keuangan daerah-

(21 Pemberian hibah sebagaimana dimakstd pda ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belania
urusan waiib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimakstrd pada ayat (1)
dituiukan untuk menuniang pencapaian sasaran program
dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitias, dan manfaat untuk
masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedkit:
a. peruntukannya se@ra spesifik telah dibtapkan;
b. tidak waiib, tidak mengikat dan tidak terus menerus

setiap tahun anggamn, kecuali ditentukan lain oleh
perafuran perundang-undangan; dan

c. memenuhi pelsyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah;
b. pemerintrah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasyarakatan.
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Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hunrf a diberikan kepada satuan keria dari
kementerianl bnrbaga panerintah non kementerian yang
wilayah kerianya berada dalam dsah Kabtpaten
Pasaman.

(2\ Hibah kepada Fmerintah drerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada
daerah otionorn baru hasil penekaran daerah
sebagaimana diamanatkan peraturan perundarqr
undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c diberikan ke@a Badan Usaha
Milik Daerah dalam rangil<a Fnerusan hibah yang diterima
pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perurdang'undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hunf d diberikan kepada kelompok orang yang
memiliki kegiatan tertentu dalam bidarq perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat
istiadat, dan keolahragaan non4rofeional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibedkan kepada
organisasi kenrasyarakatan yang dibent k berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberilon kepada :

a. Organisasi Kemasyarakatan Non LSM;
b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
c. OrganisasiPerempuan;
d. Organisasi Keolahragaan/ Kepemudaan/AdaUSeni

dan Budaya;
Organisasi Keagamaan
Organisasi Veteran dan Pumabakti;
Organisasi Profesi;. .rr'.rrir1;i:j'

Perguruan Tinggi,'Sekolah Swasta dan Sekolah
lnstiansi Vertikal;

i. Pola Partisipatif;

Bagian Kedua
Jenis, pesyaratan dan standar

Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (1) meliputi hibah untrk pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pemerintah mendukurg pelaksanaan
program keria maupun kegiatan insidentil.

e.
t.
g-
h.



(2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi pemerintah
sebagaimana dimaksud pda ayat (1) daftah :

a. Surat permohonan kepala satran keria dari
kementerian/ non kernenterian yang ditardatangani
oleh kepala safuan keria dari kementerian/ Ixln
kementerian dengan menggunakan kop surat dan
stempel kepala safuan keria dari kernenterianl non
kementedan ditujukan kepada Kepala Daerah-

b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya-
c. Rekomendasidari SKPD terkait-

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud aft (2) diatas dapat
diabaikan sesuai ketentuan pemtrran perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dan/ atau ditetapkan lain obh peraturan
perundang-undangan.

Pasal I
Hibah kepada pemerintah drerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan hibah kepada prusahaan
daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3)

diberikan sesuai dengan priofitas dan kemampuan keuangan
daerah atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Hibah kepada Oryanisasi Kemasyarakatan Non LSM
sebagaimana dimaksud dalanr pasal 6 ayat (6) huruf a
meliputi hibah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan
organisasi baik berupa pelaksanaan program keria
maupun kegiatan insidentil.

(2) Persyaratan rnendapatkan Hibah bagi Organisasi
Kemasyarakatan Non LSM sebagaimana dimaksud pada

ryat (1) adalah :

a. Surat permohonan organisasi yang ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya
dengan rnenggunakan kop surat dan stanpel
organisasi dituiukan kepada Kepala Daerah.

b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya-
c. Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan Non LSM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.



Pasal 10

(1) Hibah kepada Lem@a $rdaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud dahm pasal 6 ayat (6) huruf b
meliputi hibah untuk Lem@a Swadaya Masyaralat
{LSM) yang terdaftar pda Pemerintah Kabryaten
Pasaman dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten
Pasaman guna mendukung pelaksanaan kegi&n-
kegiatan yang rneniadi program keria dan kegiatan-
kegiatan insidentil lainnya.

(2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi Lernbaga Swdap
Masyarakat sebagaimana dirnaksud pda ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang
ditandatangani obh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel organisasi dituiukan kepada Kepala Daerah.

b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.

c. Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Standar hibah bagi Lembaga $radaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 11

(1) Hibah kepada organisasi perempuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf c meliputi
pelaksanaan kegiatan-kegiatan, baik berupa pelaksanaan
kegiatan-kegiatan program keria otganisasi maupun
kegiatan-kegiatan insidentil-

(2) Persyaratan mendapalkan Hibah bagi organisasi
perernpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel organisasi dituiukan kepada Kepala Daerah,

b. Proposalkegiatan dan rencana anggaran biaya.

c. Rekomendasidari SKPD terkait.

(3) Standar hibah bagi organisasi perempuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan
prioritas dan kenrampuan keuangan daerah.



Pasal 12

(1) Hibah kepada organisasi keolahragaan/
kepemudaan/adaUseni dan budaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf d diberikan untuk
menuniang pelaksanaan prqram keria dan sarana
prasarana organisasi keolahragaan/ kepemudaan/adat/
seni dan budaya-

(2) Persyaratan mendapafl<an Hibah bagi organisasi
keolahragaan/ kepemudaan/ adaU seni dan budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan hibah dari organisasi yang
ditandatrangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel otganisasi dituiukan kepada Kepala Daerah.

b. Propmalkegiatan dan rencana anggaran biaya.

c. Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Besamya hibah untuk menuniang pelaksanaan program
keria, sarana prasarana olah raga, kepemudaan, adat dan
seni budaya diberikan dengan mempertimbarqgkan
kemampuan keuangan daerah

Pasal 13

(1) Hibah kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayal (6) huruf e diberikan
terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Keagamaan,
baik berupa pelaksanaan program keria, kegiatan insidentil
dan untuk menuniang pembangunan/pengadaan
kelengkapan sarana rumah ibadah.

(2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi Organisasi
Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan Hibah dari organisasi yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretraris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel organisasi dituiukan kepada Kepala Daerah,
Surat permohonan bantuan dari organisasi yang
bersangkutan yang diketahui oleh Wali Nagari dan
,Camat setempat.

b. Proposalkegiatan dan rencana anggaran biaya.

c. Hibah untuk sarana peribadatan diprioritaskan untuk
samna peribadatan yang kondisi bangunannya benar-
benar membutuhkan hibah dan belum mendapat hibah
pada tahun sebelumnya dan iuga diprioritaskan bagi
tempat peribadatan yang aktif melaksanakan kegiatan-

d. Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Standar hibah bagi Organisasi Keagamaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan daenah.
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Pasal 14

(1) Hibah kepda organisasi VeEran dan oryanisasi
pumabakti sebagaimana dlmaksd da&am pasal 6 ayat (6)
huruf f dibedkan terhadap organisasi Veteran dan
organisasi pumabakti yang bedqnisili diwilryh
Kabupaten Pasaman unfuk pelaksanaan kegiaEn-kegia0an
program keria dan kegiatan{<egiatan ins*lentil.

(2) Persyaratan mendapatkan hibah b4i -organisasi Veteran
dan organisasi pumabakti sebagaimana dimaksud pda
ayat (1) adalah:

a. Surat permohonan hibah dari oryanisasi yang
ditandatargani obh Ketua dan Sekefiaris atau
sebutan lainnya derlgan rnenggunakan kop surat dan
stempel organisasi ditt{ukan kepada Kepala Daerah-

b. Propmal kegiatan dan rencana trtg{Iaran biaya

c. Rekonendasidari SKPD terkait

(3) Standar hibah bagi organisasi Veteran dan organisasi
purnabakti sebagairnana dimaksud pda ayat (1) dapat
diberikan smuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 15

(1) Hibah kepada organlsasi profesi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (6) huruf g diberikan hrupa hibah
untuk pelaksanaan program keria dan kqiatan insidentil
lainnya.

(2) Persyaratan mendapatkan Hibah bagi organisasi profesi
sebagaimana dimaksud pda ayat (1) adalah :

a. Surat pennohonan hibah dari oqanisasi yang
ditandatarEani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel organisasi diluiukan ke@a Kepah Daerah.

b. Proposal kegiatan dan rencana anggaxan biaya-
c. Rekomendasi SKPD terkait.

(3) Standar hibah bagi organisasi pofesi ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberkan sesuai dengan
prioritas dan kemampuaft keuangan daerah.

Pasal 16

(1) Hibah kepada Perguruan Tinggi, Sdcolah Suvasta dan
Sekolah lnshnsi Vertikal dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)
huruf h diberikan kepada Petguruan Tinggi, Sekolah
Swastra dan Sekolah lnstansi Vertikat jfang ada di
Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan kegiatan program
tertentu maupun insidentil, kecuali yang ditetapkan lain
oleh Kepala Daerah,
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(2) Persyaratan rnendapatkan Hibah bagi Perguruan 1-mggi,
Sekolah Srasta dan Sekolah lnstansi Vertikal
sebagaimana dimaksud pda apt (1) adalah :

a. Surat perrphonan dih{ukan kepda Kepala Daerah.
b. Prcposal kegiatan dan rcncana anggaran biaya.
c- Rekonendasi dari SKPD terkail

(3) Stardar hihh bryi Perguruan Tinggi, Sekolah Srasfia dan
Sekolah lnstansi Vertikal sebagaimana dimaksuld pda
ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan prbritas dan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

(1) Hibah kepda kelonrpok masyarakat pda partisipatif
sebagaimana dimaksud dalffii pasal 6 ayat (6) huruf i
melputi pelayanan bartuan keuangan kepada kelornpok
masyarakat l,lagari yaqg bertuiuan memngsang dan
menimbulkan semargat serta partbipasi masprakat
dalam membarqun nagari Fng akan dlpergunakan untrk
fasilitas yang dimanfiaatkn dan d4at dinikmati obh
seluruh masyarakat, sebagian atau sebagian har
masyamkat, yaihl untuk :

Sarana / Prasrana lrigEsi
Sarana I Prasarana Jalan
Sarana / Prasarana Lirg&ungan hmukiman
Sarana / Prasarana Air Bersih
Sarana I Prasarana Pendidikan Formal
Sarana / Prasarana Pendidikan Non Formal
Sarana I Pmsarana Ekonorni
Prasarana Olah Raga
Sarana I Prasarana Sosial Budaya.

(2) Pesyaratan mendapatkan hibah bagi kelompok
masyamkat Nagari pola partislpatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalah :

a. Surat permohonan yang diaiukan kepada Kepala
Daerah ditardatangani okeh Ketua dan Sekretaris
Panitia/ LPMN, Pokmasl Komite/ P3A atau sebutan
lainnya dengan menggunakan kry surat dan sEnpel,
dketahui oleh Ketua LPMN, Wali N4ari dan Camat

b. Khusus untuk sarana dan prasarana pendidikan prg
dikelola smsta surat pennohonan juga ditanda
tangani Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan serta
diketahui LPMN, Wali Nagad dan Camat

c. Proposal kqiatan dan renena anggaran biaya.

d- Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Surat permotrenan sebagaimana dirnaksd pada ayat (2)
huruf a mernuat dan melampirkan :

a- Sasaranlvolume
b. Maksud/tuiuan

a.
b.
c.
d.
e.
f
g-
h_

i.
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c. Susunan oqanisasi kelompok maspmkat sebagai
pelaksana,

d. Rencana Anggaran Biaya Sket/Gambar Rencana
Kasar

e. DenahLokasi
t. Photo kodisi saat ini (0016)

g. Surat pemyataan penyerahan hhan (bagi
pembangunan yang dimubi baru,l bukan prbaikan)

h. Surat pernyataan melipatgardd<an bantuan/
kesediaan bergotong royang.

(4) Stardar hibah bagi kelornpok masyaralet tlagari poh
partisipatif s$qaimana dimaksud @a ayat (1) dapat
diberikan kepada masirqrrnasing kelompok untuk setiap
kegiatan maksimal Rp. 10.000.000,- (S@uluhiuta rupi,ah).

Pasal 18

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling
sedkit:

a. memiliki kepengurusan Fng ielas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Kabupaten Pasaman.

(2) Hibah kepada olganisasi kemasyarakaEn sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan
persyaratan paling sdikit:

a. telah terdafrar pada pmerinhh l(abupaten Pasaman
sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
Kabupaten Pasaman;dan

c. memiliki sekretariattetap.

Bagian Ketign
Penganggaran

Pasal 19

(1) Mekanisrne penganggaran hibah bagi pernerintah sebagai
berikut:

a. Surat permohonan dituiukan kepada Kepala Daerah
Cq. Sekreris Daerah.

b. Sekretaris Daerah meneruskan kepda Asisten
Pemerintahan.

c. Asisten Pemerintahan nplakukan evaluasi
permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah.

d. Sekretaris Daerah membuat rekonendasi atas hasil
evaluasi Aslsten Pemerintahan kepada Kepala Daerah
melaluiTAPD.
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e. TAPD msnberikan pertimbangan atas rekornendasi
Sekretaris Daerah sessai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yar{g dicantumkan
dalam rancangan KUA-PPAS.

(2) Mekanisme penganggaran hibah bagi ponerintah daerah
lainnya sebagai berikut :

a. Surat permohonan dituiukan kepada Kepala Drerah
Gq. Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten
Pemerintahan-

c. A-sisten Pemerintahan nelakukan evaluasi
permohonan, layak ahu tklak layak diberikan hibah.

d. Sekretaris Daerah nembuat reksnendasi atas hasil
evaluasi Asisten Penrerintahan kepda Kepala Daerah
melaluiTAPD.

e. TAPD nremberikan pertimbangan atas rekomendasi
Sekretaris Daerah sesuai dengan prioitas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam Encangan KUA-PPAS.

(3) Mekanisnre penganggaran hibah bagi perusahaan daerah
sebagaiberikut:

a. Surat permohonan dihrjukan k4ada Kepala Drerah
Cq. Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris Daerah meneruskan kepada Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Keseiahteraan
Rakyat.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Keseiahtenaan Rakyat melakukan evaluasi
pennohonan, layak atau tidak layakdiberikan hibah-

d. Sekretaris Daerah mernbuat rekonrendasi atas hasil
evaluasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat kepada Kepala Daerah melalui
TAPD.

e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
Sekretarb Daerah seuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam rancangan KUA-PPAS.

(4) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi
Kemasyarakatan Non LSM sebagai berikut :

a. Surat permohonan dituiukan kepada Kepah Daerah
Gq. Kepala Kantor Keatuan Bangsa dan Politik-

b. Kantor Kesafuan Bangsa dan Politk melakukan
evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan
hibah.
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Kepala Kantor Kesd.ran Bangsa dan Politik membuat
rekomendasi atas hasil evalumi kepada Kepa&a
Daerah melaluiTAPD.

TAPD memberikan pertimbangan #s rekonstdasi
Kepala lGntor Kesatmn Bangsa dan Politik sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.

(5) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organlsasi/
Lembaga Srradaya Masyarakat { LSM ) se@ai berikut:

Surat permohonan dihriukan kepada Kepala Daerah
Cq. Kepala lGntor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan
evaluasi permohonan, layak atau ffiak layak diberikan
hibah.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat
rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala
Daerah melaluiTAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala l(antor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS.

(6) Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi
Perempuan sebagai berikut :

Surat permohonan dihtjukan kepada Kepala Daerah
Cq. Kepala Badan Pembrdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana melakukan evaluasi permohonan, hyak
atau tidak layak diberikan hibah.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana membuat rekomendasi atas hasil
evaluasi kepada Kepala Daerah melaluiTAPD dengan
terlebih dahulu meminta prtimbangan Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan legalitas
organisasi perempuan tersebut.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berenmna sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS.

(n Mekanisme penganggaran hibah bagi Organisasi
Keolahragaanl Kepenrudaan/AdaUSeni dan Budaya
sebagaiberikut:

a. Surat permohonan dituiuan kepada Kepala Daerah
Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata.

d.

b.

b.

d.
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b. Dinas Psnuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak
layak diberikan hibah.

c. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata membuat rekomendasi atas hasil evalumi
kepada Kepala Daerah melaluiTAPD.

d. TAPD memhrikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala Dinas Pernuda Olahraga, Keburdayaan dan
Pariwisata *suai dengan priorih dan kemampuan
keuangan daerah yang dicanttrmkan dalam KUA-
PPAS.

(8) Mekanisne pengan(Xpmn hibah bagi Organis*i
Keagamaan sebagai berikd :

a. Surat permohonan dihrjukan kepada Kepala Daerah
Cq. Sekretaris Daerah

b. Sekretaris Daerah meneruskan ke Asisten
Perekononrian, Pembangunan dan Keeiahteraan
Rakyat,

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Keseiahteraan Rakyat melakukan evaluasi
permohonan, layak atau tidak layak diberikan hibah,

d. Sekretaris Daerah membuat rekonendasi atas hasil
evaluasi Asisten Perekonomian, Pernbangunan dan
Keseiahteraan Rakyat kepada Kepala Daerah melalui
TAPD.

e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan
kemarnpuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUAPPAS.

(9) Mekanisme penganggaran hibah bagi OryanisasiVeGran
dan Organisasi Pumabakti sebagai berkut :

a. Surat permohonan dihriukan kepada Kepala Daerah
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Kantor Keatuan Bangsa dan Polihk melakukan
evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan
hibah.

c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat
rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepah
Daerah melaluiTAPD-

d. TAPD memberikan pertimbangan atm rekomendasi
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan drerah
yang dicantumkan dalam KUA+PAS.

(10) Mekanisme penganggaran hibah bagi Oryanisasi Profesi
sebagaiberikut:
a. Surat permohonan dihriukan kepada Kepala Daerah

Cq. Kepala SKPD pembina organisasi profesi yarg
bersangkutan.
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SKPD pembina meH(ukan evaluasi pennolrcnan,
Iayak atau tklak layak diberikan hibah.

Kepah SKPD pembina msnbmt rdqomendasi atre
hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD
dengan brEbih dahulu meminta pertimbangan Kepala
Kantor Keatuan Bangsa dan Politik brkait dengan
legalitas oganisasi plobi tersebut

TAPD menrberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala SKPD pernbina sesuai deqgan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS-

(11) Mekanisme pengnnggaran hibah bagi Perguruan Tinggi,
Sekolah Sryasta dan Sekolah lnstansi Vertikal sebagai
berikut:

Surat permohonan ditujukan kepda Kepala Daerah
Cq. Kepala Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan melakukan evaluasi permohonan,
layak atau tidak layak diberikan hibah.

Kepala Dinas Pendftlkan membuat rckomendasi atas
hasil evaluasi kepada Kepah Daerah rnelalui TAPD-

TAPD mernberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala Dinas Pendidkan sesuai dengan prior$tas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS.

(12) Mekanisnc pengar€gamn hibah bagi kelompok
masyarakat pola partisipatif sebagai berikut :

Surat permohonan ditujukan kepada Kepah Drerah
Cq. Kepala Badan Pembrdayaan Masyarakat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat rnelakukan
evaluasi permohonan, layak ahu tidak layak diberikan
hibah.

Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat mernbuat
rekornendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala
Daerah melalui TAPD.

TAPD rnemberikan pertimbangan das rekomendasi
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
yang diCantumkan dalam KUA-PPAS.

Pasal 20

Apabila dipandang prlu Kepala Daerah dapat meminta
pertimbangan selain dari SKPD yang tercantum dalam
Pasal 19 untuk membrikan rekomendasi teknis dalam
melaksanakan evaluasi permohonan.

b.

d.

b.

d.
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Paml21

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksld dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d
dan e, ayat Q) hunrf d dan e, ayat (3) hund d dan e, ayat
(a) hunrf c dan d, ayat (5) huruf c dan d, ayat (6) huruf c
dan d, a)rat (7) hunrf c dan d, ayat (8) huruf d dan e, ayal
(9) huruf c dan d, ayat (10) huruf c dan d ayat (11) huruf c
dan d dan ayat (12) hunrf e dan d dapat dibuat
bedasarkan masingr-masing permohonan danl atau
dibuat ssara kolektif meniadi d*ar pencantrman
alokasi anggalan hibah dalam rancangan KUA dan
PPAS.

(2) Penmntuman alokasi anggaran seb4pimana dimaksud
pada ayat (1). meliputi anggaran hibah berupa uang,
barang, dan/atau iasa.

Pasarl22

(1) Hibah hrupa uang dicanttrmkan dalam RI(A-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau iasa dicantumkan dalam RKA-
SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RI(A€KPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) meniadi dasar penganggaran hibah
dalam APBD ssuai peraturan perundangrundangan.

Pasal 23

(1) Hibah berupa uang sebagairnana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) dianggarkan dalam kehnpok belania tidak
langsung, jenis belanja hibah, obyek belania hibah, dan
rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obiek belania hibah dan rincian obiek belania hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) neliptfri :

a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaandaerah;
d. Masyarakat dan
e. Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 22 ayat (2) diarggarkan dahm kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diurakan kedalam ienis belania
barang dan iasa, obyek belania hibah barang dan iasa
dan rincian obyek belania hibah barang atau iasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Paserl24

(1) Kepala Daerah mencantumkan ddar penerima, ahmat
penerima dan besaran hibah dalam lampiran lll Peratrran
Kepala Daerah tentang Peniabaran APBD-
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(2) Format lampiran lll Peraturan Kepala Daerah
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yarq
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentarg
Peniabaran APBD-

Bagian Keernpat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 25

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarlen
AIAS DPA-PPKD.

{2} Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau im
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 26

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Kepah Daerah dan
penerima hibah.

(2\ NPHD sebagaimana dimaksr.d pada apt (1) paling sdikit
memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tuiuan pemberian hibah;
c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan

diterima;
d. hak dan keryvaiiban;
e- tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
t- tata cam pelaPoran hibah-
g. penerima hibah yang menyatakan bahura hibah yarg

diterima akan digunakan sesuai dengan rincian
penggunaan hibah.

(3) Kepala Daerah melimpahkan kenenangan penandatangan
NPHD Kepada Kepala SKPD pernberi rekomendasi.

Pasal2T

(1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang atau ienis barang atau iasa yang akan
dihibahkan dengan keputusan Kepala Drerah
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang ps{abaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasr penyaluranl penyerahan hibah-

(3) Mekanisme penyaluran/ penyerahan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan
sebagaiberikut:

a- Surat permohonan pencairan dana hibah kepada
Kepala Daerah Gq. Kepala SKPD pemberi
rekomendasi disertai dengan palda integritas
penerima hibah dan foto 6py rekening bank
penerima.
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b. SKPD pemberi rckonrerdasi melakukan verifikmi
kelengkapan persyaratan seb-agairnana huruf a untuk
selaniuhya merekomendasikan pencairan dana
dengan rlenyampaikan telaahan staf kepda Kepala
Daerah unfuk mendapatkan perset{uan- Telaahan
staf yang dlsampaikan terlebih dahulu dkoordinasikan
dengan DPPKA terkait dengan ketersediaan dana.

c, Bedasarkan percetriuan Kepala Daerah dilakukan
penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uarqg dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).

(5) Pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud ayat
(3) dilakukan rnelalui mekanisme fiansfer dana dad kas
daerah ke rekening penerima hibah-

(6) Penyaluran dana hibah kepada penerima hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibngkapi dengan
kwttansi bukti penerimaan uang hibah.

Pasal 28

Pengadaan bararg dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ber@oman pada
peratumn perundangrundangan.

Pasal 29

(1) Hibah dalam hntuk uang paling lambat 3 (tiga) hari keria
setelah terpenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (3),
bendahara PPKD, PPKD/ KPA-PPKD nergaiukan SPP
dan SPM.

(2't Paling lambat 2 (dua) hari keria setelah SPM KPA-PPKD
diterima BUD/ Kuasa BUD, BUD/ Kuasa BUD telah
menerbitkan SP2D ke rckening si penerima hibah.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 30

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan lapran
penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD
dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daenah rnelalui
Kepala SKPD terkait

Pasal 31

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi ienis
belania hibah pada PPKD dalam tahun angganan
berkenaan.
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(2) Hibah berupa barang atau iasa dklatat s$agai realisasi
obyek belanja hibah pada Fnis be*ania barang dan jasa
dalam prograrn dan kegiabn pada SKPD terl€it.

Pasal 32

Pertanggungjatmban pemerintah daerah atas pemberian hibah
meliputi:

a. usulan dari cabn penerima hibah kepda Kepala Daerah;

b- kepurtusan Kepala Daerah bntang paretapan dafur
penerima hibah;

c. NPHD; dan

d. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uarg
atau bukti serah terima barang{asa atas pemberian hibah
berupa barang/jasa.

Pasal 33

(1) Penerima hibah bertanggungjauab sscara formal dan
material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2\ Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang rnenyatakan
bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai
NPHD; dan

c. bukti-buldi pengeluaran yang leqgkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah
berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/
jasa bagi pnerima hibah berupa barangf jasa.

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksttd pada ayat
(2) huruf a dan huruf b disampakan kepada Kepala
Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditenfukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima
hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 34

(t) Apabita penerima hibah belum menyampaikan laporan
pertanggungiawaban sebagaimana dimakstd dalam Pasal
33 ayat (3), SKPD terkait utaiib rnemperingatkan penerima
hibah dengan menyampaikan peringatan terfulis maksimal
2 (dua) kalidengan tenggang waktu 10 hari keria.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimakstd pada ayat (1)
masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, meniadi
tanggungianab penuh penerima hibah dan akan menidi
pertimbangan dalam memberikan hibah berkutnya.
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Pasal 35

(1) Penerima Hibah berupa uang yang dahm pelaksanaan
kegiatannya terdapat sisa dana, maka penerima hibah
nrenyetorkan sisa dana hihh dimaksud ke rekenirg l(as
Umum Daer:ah palirg IamH I (satu) bulan sete*ah tahun
anggaran berakhir keuali ;

a. Apabih sisa dana akan dipergunakan kernMli
setelah tahun anggaran berakhir, maka penerirna
hibah yuaiib terlebih dahulu neminta petset$uan
Kepala Daerah.

b. Kepala Drerah dahm memberikan perse$iuan
dapat meminta saran kepada Sil(PD terkait.

c. Pemanfaatan sisa dana hibah oleh penerima hibah
yang disetuiui obh Kepala Daerah meniadi
pertimbangan untuk pemberian hibah tahun
angigaran berikuhya.

Q) Kepala Daerah berhak memberikan persetuiuan atau
menolak penggunaan sisa dana hihh ebagaimana
dimaksud pada ayat (t) huruf a.

Pasal 36

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada hporan keuangan
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima hibah sampai dengan akhir hhun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan datam neraca-

Pasal 37

Realisasi hibah berupa barang dan/ atau iasa dikonverskan
sesuai shndar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
angrgaran dan diurgkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Pasal 38

Kepala SKPD terkait yang memberikan rekomendasi
penyaluran hibah bertangguianrab terhadap rckornendasi yang
diberikan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Pemerintah drerah dapat memberikan bantuan sosial
kepada anggota/ kelompok mayarakat stni
kemampuan kanangan daerah.
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(2, Pemberian bantran sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah manprioritaskan pennenuhan
belanja urusan waiib dengan menperhatikan asas
keadilan, kepafutan, rasionalitas dan manf;aat unfuk
masyarakat.

Pasal 40

Anggota/ kelo*npok masyaral<at sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal39 ayat (1) meliputi :

a. indMdu, keluarga, dan/ atau masyamkat yang mengalami
keadaan yang ffiak stabil sSagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, atau fenonrena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. lembaga non pernerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan unfuk
melindungi individu, kelompok, darl atau masyarakat dari
kemungkinan teriadinya resiko sosial.

Pasal 41

(1) Bantuan sosial berupa uar€ kepada indivitlu danl atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hunrf a,
terdiri dari bantuan sosiat berupa uar{g kepda individu
danl atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
dapat d irencanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan kepada individu darl atau
keluarga yang sudah jelas ftatna, alarnat penerima dan
besarannya pada saat penyusunan APBD-

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokaskan untuk
kebutuhan akibat resko sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusuanan APBD yang apabih
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial
yang lebih besar bagi indivitlu danl atau keluarga yang
bercangkubn.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-

Pasal 42

(t) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal40 ayat (1) memenuhi kriteria paling sdikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat hrkehniutan;
d. sesuai tuiuan Penggunaan.
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(2) Kriteria selektif seb4aimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diartikan batnra bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang dituiukan untuk melindungi
dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria nrenenuhi persFratan panerima banfuan
sebagaimana dirnaksud pda ayat (1) huruf b rnelipttti:

a. memilki identitas yang iehs; dan
b. berdomisili dalam witayah adminiSatif pernerintahan

daerah lGbupaten Pasaman.

(4) Kriteria bersiffi sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan
bahwa pernberian bantuan seial trak waiib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelaniutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggamn sampai
penerima banhnn sosial telah bpas dari resiko sosial-

(6) Kriteria sesuai tr{uan penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d bahua tujuan pemberian bantuan
sosial melputi:

rehabilitasi sosial;
perlindungan sosial;
pemberdayaan sosial;

iaminan sqsial;
penanggulangan kemiskinan; dan
penanggulangan bencana.

(1)

Pasal 43

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal42
ayat (6) huruf a dituiukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorar{g yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (6) huruf b dihtiukan untuk rnenegah dan
menangani resko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang" keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebufuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasamya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pascrl 42
ayat (6) huruf d merupakan skema yang mehmbaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

a.
b.
c.
d.
e.
f-

(2)

(3)

(4)
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(5) Penanggular€an kenriskinan se@aimana dirnaksud
dalam Pasal 42 ryat (6) huruf e ilEnrpakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kehmpok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai surnber mata pencahadan dan tidak
dapat mernenuhi kebutuhan yarqg layak bagi
kemanusiaan.

(6) Penanggularqan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayal (6) huruf f rnerupakan serangkaian uprya
yang ditujukan untuk rehabifitasi.

(7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pda ayat (t), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayd (5) dan ayat (6) diberikan
kepada:

, a. Organisasi l(emasyanakatan Non LSM;

b. Lembaga Sradaya Masyaraka[

c. Organisasi Perernpuan;

d. Organisasi Keolahragaanl Kepemtdaanl AdaU Seni
dan Budaya;

e. Organlsasi Keagamaan;

f. Organisasi Vetenan dan Pumabaldi;

g. OrganisasiProfesi;

h. Perguruan Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekohh
Instansi Vertikal;

i. Banfuan sosialperorangan dan lainnya.

Pasal 44

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang
diterima langsung obh pererima bantmn sosial,

Q) Bantuan sosial berupa uar{I sebagaimana dimaksud pda
ayat (1) adalah uarlg yarq drberikan secara larqsung
kepada penerima seperti beasisrra bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia,
orang terlantar, cacat berat dan funiangan kesehatan puka
putri pahlauan yang tidak mampu.

(3) Bantuan smial berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secarcl
langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa snrasta dan
masyarakat tidak mampu, bantran makanan/ pakaian
kepada yatim piatu/ tuna sosial, temak bagi kelornpok
masyarakat kurang mampu.
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Bagian Kedua
Jenis, percyaratan dan stardar

Pasal 45

(1) Bantuan smial kepada Organisasi Kernasyarakatan l,lon
LSM sebqaimana dimakstd dalam pasal 43 ayat f/)
hunf a rneliputi banfuan smial untuk pelaksanaan
kegiatan-kegi#n oqanlsasi bak berupa pelaksanmn
program kerja maupun kegiatan insidentil.

(2) Persyaratan rrcrdapafl<an bantuan sosfial bagi Organismi
Kemasyarakatian Non LSM sebagaimana dimaksud pda
ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan organisasi yang ditandatangani
oleh Ketua dan Sdcetaris #u sebutan lainnya
dengan menggunakan kop surat dan stempel
organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.

b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
c. Rekomendasidari SKPD Grkait-

(3) Stardar bantuan sqsial bagi Otganisasi Kernasyarakatan
Non LSM sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapt
diberikan maksimal Rp. 3.500-000,- (I-ga iuta lima ratus
ribu rupiah).

Pasal 46

(1) Bantuan sosial kepada Lembaga Suradaya Maslnralet
sebagaimana dimaksud dalam pasal43 ayat (7) huruf b
meliputi bantuan sosial untuk Lembaga Sttadaya
Masyarakat (LSM) yang terdaftar pda Pemerintah
Kabupaten Pasaman dan berdsnisili dalam wilayah
Kabupaten Pasaman guna rnerdukung pelaksanaan
kqiatan-kegiahn yang meniadi program keria dan
kegiata*{<egiatan insidentil lahnya.

(2) Persyamtan rendapafl<an bantuan sosial bagi Lembaga
$wadaya Masyarakat rebagaimana dlmaksud pada ayat
(1) adatah :

a. Surat permohonan banfuan dari organisasi yang
ditiandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel oryanisasi dituiukan kepada Kepala Daerah.

b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.

c. Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Standar bantuan sosial bagi Lembaga Swadaya
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan maksimal Rp. 2.ffi0.000,- (tlua iuta rupiah).

Pasal 47

(1) Bantran smial kepda organisasi perempuan
sebagaimana dimaksud dalam pa$al 43 ayat (7) hunrf c
meliputi pelaksanaan kegidan-kegiatan, baik berupa
pelaksanaan kegiatan-kegiatan program keda organis*i
maupun kegiatan-kegiatan insidentil.



{2) Persyaratan mendapatkan Bantuan sosial b4i organisasi
perempuan sebagaimana dimaksud @a ayat (1)
adalah:

a- Surat prmotrcnan bantran dari organlsasi pqg
ditandatargani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dergan menggunakan kq surat dan
stempel organisasi ditujukan kepada Kepala Daerah.

b. Proposalkqiatan dan rencana al{rgaran biaya.

c. Rekornendasi dari SKPDterkaiL

(3) Standar bantuan sosial bagi olganisasi perempuan
sebagaimana dimakstd pada ayat (t) dibetikan m*sirnal
Rp. 2.000.0m,- (Dua iuta rupiah).

Pasal 48

(1) Bantuan sosial kepada organiesi kmlahragaan/
kepemudaan/ adaU seni dan budaya sebagaimana
dimaksud daftam pasal 43 ayat fi) huruf d diberilen
terhadap pehksanaan kegiatan*egiatan keolahragaan/
kepemudaanl adafl seni dan budaya obh setiap
organisasi keolahragaan/ kepmudaanl adall seni dan
budaya dan kegiatan tumamen-

(2) Persyaratan mendapatkan bantuan sosial bagi organisasi
keolahr'ryaan/ kepemudaan/ adatl seni dan bxlaya
sebagaimana dimaksud pda ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan bantuan sosial dari organisasiyang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surd dan
stempel organisasi ditujukan kepda Kepala Daenah-

b. Proposal kegiatan dan rencana aqggaran biaya.

c. Rekomendasi dari SKPD terkait.

(3) Standar bankran sosial bagi oryanisasi keolahrryaan/
kepemudaan/ adaU seni dan bu+daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagd berkut :

a. Besamya bantuan scial pelaksanaan toumament
tingkat Pmvinsi diberikan maksinral Rp. 3.500.000,-
Oiga iuta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tingkat
Kabupaten diberikan maksimal Rp. 2.000.{n0,- (Dua

iuta rupiah).
b. Besamya bantuan sosial untrk kegiatan

keolahragaanl kepemudaanl adatl seni dan budaya
diberikan maksimal Rp.2.0@.000,- (Dua iuta rupiah).

Pasal 49

(1) Bantuan sosial kepada organisasi keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf e
diberikan terfiadap pelaksanaan kegiatan insidentil
keagamaan, penyediaan fasilitas penuniarq sararia
peribadatan dan penuniang operasional pondok
pesantren dan panti asuhan.



(21 Persyaratan mendapalkan bantuan sosial bagi organisasi
keagamaan sebagaimana dimaksud pda ayat (1)
adahh:

a- Surat perrrchuran hnfuan sosiat dari organisasi yang
ditandatangani oleh Ketua dan &kretarjs atau
sebutan lainnya derqan nenggunakan kop surat dan
stempel otganisasi dilulukan kepada Kepah Daerdr,
Surat permolrcnan banhsn sosial dari organisasi yans
bersangkutan yang diketahui obh Wali Nagad dan
Gamatsebmpat.

b. Proposal kegiatan dan rencana ar€gamln biaya.
c. Khusus pordok pesantrcn dan panti asuhan harus

memiliki izin oprasional.
d. Rekonendasidari SKPD terkail

(3) Standar bantuan smial bagi oqanisasi keagamaan
sebagaimana dimaksud pada apt (1) adalah sebagai
berikut:

a. Bantran msial unfuk kegiatan keagamaan dapat
diberikan maksimal Rp. 1.5fi),0(X),- (Satu iuta lima
ratus ribu rupiah).

b. Bantuan sosial untuk penydian f-asili&as penunjang
sarana peribdatan di Mushalla, Surau dan Langgar
dapat diberikan maksimal Rp. 1.500,000"- (Satu iuta
lima ratus tibu rupiah).

c. Bantuan sosial untuk penyedian hilitas penuniarg
sarana peribadatan di Masiid dapat dihrkan
maksimal Rp- 2-500.000,- (Dua iuta lima ratus ribu
rupiah).

d. Bantuan sosial untuk TPQ/ TPSQ/ MlS, MDAI dapat
diberikan maksimal Rp- 2.ff)0.0@r (Dua iuta rupiah).

e. Bantuan sosial untuk Pondok Pesantren dan Panti
Asuhan dapat dibedkan bariltran maksimal
Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima iuta rupiah).

Pasal 50

(1) Bantuan sosial kepada otganisasiVeEran dan organisasi
pumabakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat
(7) huruf f diberikan terhadap oqanimsi Veteran dan
organisasi purnabakti yang berdomisili diwilayah
Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan kegiatan-
kegiatan nrenjadi progftlm keria dan kegiatan-kegiatan
insidentil.

(2) Persyaratan mendapatkan bantuan smial bagi organisasi
Veteran dan organisasi pumabakti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan bantuan sosialdari organisasi yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutian lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel organisasi dituiukan kepada lGpala Daerah.



b. Propmal kegiatan dan rencana ar€gamn biaya.

c- Rekonerdasidari SKPD brkait.

(3) Standar banhran sosial bryi organisasi Veteran dan
organisasi pumabakti shgairnana dimaksud pada ayd
(1) dapat diberkan rnaksimal Rp. 2.500.(X)0,- {Dua juta
lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5t
(1) Bantuan sosial kepada organisasi profei sebagaimana

dimaksud dalam pasal 43 ayat (7} huruf g dihrikan
berupa banhran sosial untrk pelaksanaan kqiatran baik
kegiatan prryram keria maupun kegiatan insillentil
lainnya.

(2\ Persyaratan mendapaikan bantuan sosial bagi organbmi
profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan bantran sosial dari oganisasi yang
ditandatangani ohh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan
stempel otganisasi dituiukan kepada Kepala Daerah.

b. Proposal kegiatan dan renena anggaxan biaya.
c. Rekomendasi dari SKPD terkait

(3) Standar bantuan sosial bagi organisasi profsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
maksimal Rp. 3.fl)0.000,- (ttga juta rupiah).

Pasal 52

(1) Bantuan sosial kepada Perguruan Tinggi, Sekolah
Swasta dan Sekolah lnstansi Vertkal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 43 ayal (A huruf h diberikan
kepada Pelguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Suvasta
yang ada di Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan
kegiatan program tertentu maupun insidentil, kecuali yang
ditetapkan lain oleh Kepala Daerah-

(2\ Percyaratan rnendapatkan bantuan sosial bagi Perguruan
Tinggi, Sekolah Swasta dan Sekolah tnstansi Vertikal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Surat permohonan dituiukan kepda Kepala Daerah.
b. Proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya.
c. lzin operasional
d. Rekomendasi dari SI(PD terkait.

(3) Standar bantran sosial bagi Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
maksirnal Rp. 12.000.000,- (dua belas iuta rupiah).

(4) Standar bantuan sosial bagi Sekolah $rasta dan Sekolah
lnstansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta
rupiah).
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Pasal 53

(1) Bantran sosial perorangnn dan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 43 aydt (7) huruf i neltputi bantnn
msial kepada peronangan dan hinnya seperti biaya
pendidikan bagi pelaiar/ mahasbwa tidak mampu yang
berprestasi, KK Miskin, anak terlanbrl anak yatim/ KK
Miskinl Lansia, dan lain seb4ainya,

(2't Percyaratan mendapatkan bantuan scial peromngan
sebagaimana dimakstd pada ayat (t) adalah :
a. Surat permohonan dari yang bersargkrtan.
b. Rekomendasi dari SKPD terkait.

{3} Standar bantuan sosial lainnya sebryaimana dimakstd
pada ayat (1) dapat diberikan ke@a masing-masing
perorangan dengan standar masing masing sebagai
berikut:

a. Pelajar Mbkin Rp. 50O.(n0,-
b. Mahasisra Miskin Rp. t.Ofi).(m0,-
c" KK Miskin Rp. 750-000,-

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 54

(1) Mekanisnre penganggamn hntran sosial bryi Organis*i
Kemasyamkatan Non LSM sebagai berikut:

a. Surat permohonan difujukan kep& Kepala Daerah
Cq- Kepah l(antor t(saetan Bangsa dan Politik.

b. Kantor Keatran Bangsa dan Politik melakukan
evaluasi permohonan, layak atau tidak layak diberikan
bantuan sosial.

c. Kepala Kantor Kesafuan Bangisa dan PoHtik rnembuat
rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepah
Daerah melalui TAPD.

d. TAPD rnenrberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala lGntor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
yang dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS,

(2\ Mekanisrne penganggaran bantuan sosial bagi
Organisasil Lernbaga Srradaya Maslprakat ( LSM )
sebagaiberikut:

a. Surat permohonan dituiukan kepda Kepah Daerah
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan PciliEk nrelakukan
evaluasi permohonan, layak atau titlak layak diberikan
bantuan sosial.

c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat
rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala
Daerah rrelaluiTAPD.



(3)

d. TAPD rnemberikan pertimbangan atas rckon*endasi
Kepala l(antor Kesatran Bangsa dan Polrtik sesuai
dengan prbritas dan kernampuan keuangan daerah
yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.

Mekanisme per€anggaran banfuan sosiai bagi Organisasi
Pelempuan *bagai btikut :

a. Surat pennoflonan dihriukan kryada Kqala Daerah
Cq. Kepala Badan Penrberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.

b. Badan Pembedayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana melakukan evaluasi permohonan, tayak
atau tidak layak diberiltan bantran sosial-

c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana menrtnrat rekornerdasi atas hasil
evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD dengan
terlebih dahulu menrinta pertirnbangan Kepala l(antor
Kesatuan Bangsa dan Politik terkait legalitas
organisasi perempuan tensebut.

d. TAPD rnemberkan pertimbangan atas rekomendasi
Badan Pemhrdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana seuai dengan prioritas dan kernampuan
keuangan daerah ).ang dicanfumkan dalam KUA-
PPAS.

Mekanisme penganggaran banhtan sosial bagi Organisasi
Keolahragaan/ KepemudaarlAdaU Seni dan Budaya
sebagaiberikut:

a- Surat permohonan dihrjukan kepada Kepala Daerah
Cq. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata.

b. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
melakukan evaluasi pnnohonan, layak atau tidak
layak diberikan bantuan sosial.

c. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Paritrisata membuat rekornerdrei atas hasil evalumi
kepada Kepala Daerah melaluiTAPD.

d- TAPD msnberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudapan dan
Pariwisata seuai dengan prioritm dan kemampuan
keuangan daerah yang dkuntumkan dalam KUA-
PPAS.

Mekanisme penganggaran bantuan sosial hgi Organisasi
Keagamaan sebagai berkut :

a- Surat permohonan dihriukan kepada Kepala Daerah
Cq. Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris Daerah meneruskan ke Asisten
Perekorunian, Pembangunan dan Keseiafibraan
Rakyat.

(4)

(5)
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Asisten Perekonornian, Pembangunan dan
Keseiahteraan Rakyat mehkulen evaluasi
permohonan, layak atau tidak layak dilrcrikan bantuan
sosial.

Sekretaris Daerah nrembuat rekomerdasi atas hasil
evaluasi Asisten Pdonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat dan disampakan kepada
Kepala Daerah melalui TAPD

TAPD memhrikan pertimbangan atas rekomendasi
Sekretaris Daerah seuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS.

(6) Mekanisme pengarqgaran bantuan sosial bagi Organisasi
Veteran dan Organisasi Pumabakti sebagai berikut :

Surat pennohonan dihriukan kepada Kepah Daerah
Cq. Kepala Kantor Keatuan Bangsa dan Politik.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
melakukan evaluasi permohonan, layak atau tidak
layak diberikan bantuan sosial.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat
rekornendasi atas hasil evaluasi kepada Kepa*a
Daerah melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendmi
Kepala lGntor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
yang dicantumkan dalam KUA-PPAS.

{7) Mekanisme penganggaran bantuan sosial b4i Organisasi
Profesi sebagai berkut :

Surat permohonan dituiukan kepada Kepala Drerah
Cq. Kepala SKPD pembina organisasi profesi yang
bersangkutan.

SKPD Pembina Organisasi melakukan evaluasi
permohonan, layak atau tidak layak diberkan bantuan
sosial.

Kepala SKPD Pembina Organlsasi membuat
rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Kepala
Daerah melaluiTAPD dengan terlebih dahulu meminta
pertimbangan kepada Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik terkait legalitas organisasi profei
tersebut.

TAPD memberkan pertimbangan atas rekomendasi
SKPD Pembina Oryanisasi sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS.

(8) Mekanisme penganggaran bartuan sosial bagi Peryuruan
Tinggi, Sekolah Svuasta dan Sekolah Instansi Vertikal
sebagai berikut:

d.

e.

a.

b.

d.

a-

d.
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a. Surat prmohonan dihrjukan kepada Kepala Daerah
Cq. Kepah Dinas Perdidikan-

b. Dinas Pendidkan rnelakukan evaluasi permohonan,
layak atau ffiak tayak diberikan bantuan sosial.

c. Kepala Dinas Pendidikan mernbuat rd<rynendasi atas
hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

d. TAPD menrberikan pertimbangan atas rekomendasi
Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangBn daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS.

(9) Mekanisme penganggaran bantuan sosial perorangan
dan lainnya s$agai berikut :

a- Surat permohonan dikriukan kepada Kepala Daerah
Cq. Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris Daerah meneruskan ke Asisten
Perekonornian, Pembangunan dan Keseiatrteraan
Rakyat.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Keseiahteraan Rakyat melakukan evaluasi
permohonan, layak atau tidak layak dihrikan bantuan
sosial.

d. Sekretarb Daerah membud rekomendasi atas hasil
evaluasi Asisten Perekonomian, Pernbangunan dan
Keseiahteraan Rakyat dan disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui TAPD

e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
Sekretaris Daerah sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah yang dicantumkan
dalam KUA-PPAS.

Pasal 55

Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat meminta
pertimbangan atas rekomendasi bantran sosial selain dari
SKPD yang tercantum dalam Pasal54.

Pasal 56

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c
dan d, ayat {2) huruf c dan d, ayat (3) huruf c dan d, ayat
(4) huruf c dan d, ayat (5) huruf d dan e, ayat (6) huruf c
dan d, ayat (7) hunrf c dan d, ayat (8) huruf c dan d, ayat
(9) huruf d dan e, dan ayat dapat dibuat per permohonan
atau dibuat seelra kolektif dan meniadi dasar
pencantuman alokasi anggaran banttran sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimakstd
pada ayat (1), melipttti anggaran banfuan sosial berupa
uang, barang, dan/ahu jasa-



Pasal 5i

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantrmkan dalam RKA-
PPKD.

(2) Bantuan smial berupa barang dicanhmkan dalam Rl(A-
SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RI(A€KPD seb4aimana dimaksud pda
ayrat (1) dan ayat t2) rneniadi dasar pengarggamn
bantuan sosial dalam APBD seuai petduran perundang-
undangan.

Pasal 58

(1) Obiek belania bantuan smial dan rincian obiek belanja
Banfuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok
belania tidak langsung, ienis belanja bantuan sosial, @iek
belanja bantuan smial, dan rincian ob!o* belanja banfuan
sosial pada PPKD.

(2't Bantuan sosial sebagaimana dirnaksd pada ayat (1)
meliputi :

a. lndividu dan/atau keluaga;
b. Masyarakat; dan
c. Lembaga non pemerir*ahan.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam
kelompok belania langsung yang diformulasikan kedahm
program dan kegiahn, yang diuraikan kedalam ienis
belanja barang dan jasa, obiek belania bantuan sosial
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat
pada SKPD-

Pasal 59

(1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama perrerima,
alamat Fnerkna dan besaran banfuan sosial dalam
Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran
APBD, tidak termasuk banhran sosial kepda individu dan/
atau kduarya yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format Lampiran lV Peraturan Kepala Daenah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.

Bagian Kempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 60

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2'l Pelaksanaan anggaran banfuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.
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Pasal 61

(1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah
berdasarkan peraturan daerah tentang APtsD dan
peraturan Kepala Daerah ientang peniabaran APBD.

(2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasad<an pada
dafrar pererima bantuan smial yarg tercantum dalarn
keputusan Kepala Daerah sebagairnana dimaksud pda
ayat (1).

(3) Penyaluran/ penjprahan bantuan seial kryada indivldu
dard atau keluarga yang tidak dapat direnenakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/
atau keluarga lrang bersangkutan atau surat keterangan
dari peiabat yang benrvenang serta men@ persefujuan
kepala daerah setelah diveriftkasi oleh SKPD terkait.

(4) Mekanisme penyaluranl penyerahan bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
memenuhi ketenfuan sebagai berikut :

a. Surat permohonan pencairan banfuan sosial kepada
Kepala Daerah Cq- Kepala SKPD pwnberi
rekomendasi disertai pakta intelgritas peterima
bantuan sosial dan ffroto copy rekening bank bagi
penerima bantuan sosial diatas Rp. 5.000.000,- (lima

iuta rupiah).
b. SKPD pemberi rekomendasi melakukan verifikasi

kelengkapan persyaratan sebagaimana hunrf a,
selaniuhya merekornendasikan pencairan dana
dengan menyampaikan telaahan staf kepada Kepala
Daerah untuk mendapatkan persefoiiuan. Telaahan
staf yang disampaikan terlebih dahulu dikoordinasikan
dengan DPPKA terkait dengan ketersdiaan dana-

(5) Penmiran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan
cara pembayaran langsung (LS).

(6) Pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bagi pnerima bantuan sosial diatas
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan melah.ti
mekanisme kansfer dana dari kas daerah ke rekening
penerima bantuan sosial.

(7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilaisampai
dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairanrrya
dapat dilakukan nrelalui mekanisrne tambah uang flU).

(8) Penfraluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan
scial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial.

(9) Pencairan rnelalui mekanisme tambah uang OU)
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan rnelalui
pembayaran langsung dari Bendatara Pergeluaran PPKD
kepada penerima Bantuan Sosial yang dibuktikan dengan
fotocopy tarda pengenal penerima bantuan sosial.
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Pasal 62

Pengadaan bararlg dan iasa dahm rangka bantran sosial
sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal M ayal (3) berpdornan
pada peraturan perundang-undarqgan.

Pasal 63

{1) Bantuan sosial dalam bentnk uarg paliqf lambat 3 (tga)
hari keria setelah terpenuhi ketentuan dakn pasatr 61 ayat
(4), bendahara PPKDI PPKD/ KPA-PPKD mengqiukan
SPP dan SPM.

(2) Paling lambat 2 (dua) hari keria setelah SPM PPKD, KPA-
PPKD diterima BUD/ Kuasa BUD, BUD, Kuasa BUD telah
menerbitkan SP2D ke rekening si penerirna bantuan sosial
dan/ atau ke rekening Bendahara PPKD untrk disalurkan
kepada penerima bantuan sosial-

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjarvaban

Pasal 64

(1) Penerima bantmn sosial berupa uang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala
Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD
terkait.

(2't Penerima banfuan sosial berupa barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala
Daerah melalui kepala SKPD ted€it.

Pasal 65

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi
jenis belania bantuan sosial pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi
obyek belania bantuan sosial pada ienis belania barang
dan jasa dalam prqram dan kegiatan pda SKPD terkail

Pasal 66

(1) PPKD membuat rekapilulasi penyaluran bantuan sosial
kepada indivfttu dan/ atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran
berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dirnakstd pada ayat (1)
memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan
sosial yang diterima oleh masirg-masing individu dan/
atau keluarga.

Pasal 67

(1) Pertanggungiawaban pemerintah daerah atas pemhrian
bantuan sosial meliputi:



a. usulan dari mlon penerima bantuan smial kepda Kepala
Daerah;

b. keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar
penerima barfuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan scial yang
menyatakan bafiwa bantran sosial yang diterima akan
digunakan seuai dengan usuhn; dan

d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pernberian bantuan
sosial berupa uang atau buldi serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

@ Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c dikmralkan terhadap bantuan sosial
bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

Pasal 68

(1) Penerima banfuan sosial bertanggungiawab se@ra formal
dan material atas penggunaan bantuan sosial yang
diterimanya.

(2) Pertanggungiarnaban penerirna banhran sosial meliputi:

a, laporan penggunaan bantuan sosial oleh perrerima
bantuan sosial;

b. surat pemyataan tanggungiawab yang rnenyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan
sesuai dengan usulan; dan

c. bukti$ukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang:undangan bagi pererima
bantuan sosial berupa uang atau salinan buldi serah
terima barang bagi pnerima bantuan sosial berupa
barang,

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2\ huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala
Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan prundang-undangan.

(4) Pertanggungiavraban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima
bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 69

(1) Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan
Iaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3), SKPD terkait waiib
memperingatkan penerima bantuan sosial dengan
menyampaikan peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu 10 hari keda.
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(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksd pada ayat (1)
masih tetap diabaikan obh penerima bantuan sosial,
menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan sosia!
dan akan meniadi pertimbangan dalam mernbrikan
bantuan sosial berikuhya.

Pasal 70

(1) Realisasi bantuan smial dicantumkan pada lapran
keuangan pernerintah daerah dalam tahun anggafian
berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.

Pasal 71

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan penrerintah
daerah.

Pasarl72

Kepala SKPD terkail yang memberikan rekomendasi
penyaluran bantuan scial bertangguiaurab terhadap
rekornendasi yang diberikan.

BAB V
LAlN-LAlN

Pasal 73

(1) SKPD terkait rnelakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan
tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan
fungsi pengawasan.

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud ayd (2) terdapat penggunaan hibah atau
bantuan sosial yang tidak sesuai dengan permohonan
yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial
yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk kepentingan masyarakat dan daerah serta dengan
memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,
TAPD atas persetuiuan Kepala Daerah dapat
mempertimbangkan penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial
lebih besar dari standar yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 75

(1) Format surat pemohonan hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, pasal I ayat 2 huruf a, pasal
10 ayat 2 huruf a, pasal 11 ayat2 huruf a, pasal 12 ayd.Z
huruf a, pmal 13 ayat 2 hunrf a, pasal 14 ayat 2 huruf a,
pasal 15 ayat 2 huruf a, pasal 16 ayat 2 huruf a, pasal 17
ayat 2 huruf a dan banfuan sosial sebagaimana dimaksud
dalam pasal 45 ayat 2 hunrf a, pasal 46 ayat 2 huruf a,
pasal 47 ayat 2 hunf a, pasal 48 ayat 2 huruf a, pasal 49
ayat? huruf a, pasal 50 ayat 2 huruf a, pasal 5'l ayat2
huruf a, pasal 52 ayal 2 huruf a, pasal 53 ayat 2 tnxul a,
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Format sistimatika proposal permohonan hibah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b,
pasal 9 ayat 2 huruf b, pasal 10 ayat 2 huruf b, pasal 11

ayat2 huruf b, pasal 12 ayat 2 huruf b, pasal 13 ayat?
huruf b, pasal 14 ayat 2 huruf b, pasal 15 ayat 2 huruf b,
pasal 16 ayat 2 huruf b, pasal 17 ayal 2 huruf c dan
bantuan sosial sebagaimana dimaksud dahm pasal 45
ayat 2 huruf b, pasal 46 ayat 2 huruf b, pasal 47 ayat 2
huruf b, pasal 48 ayat 2 hunf b, pasal 49 ayat 2 hurufb,
pasal 50 ayat 2 huruf b, pasal 51 ayat 2 huruf b, pasal 52
ayat 2 hunrf b, tercantum dalam lampiran II Peraturan
Bupati ini.

(3) Format rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat 2 huruf c, pasal 9 ayat 2 huruf c, pasal
10 ayat 2 hurufc, pasal 11 ayat 2 hurufc, pasal 12ayat2
huruf c, pasal 13 ayat 2 huruf c, pasal 14 ayat 2 huruf c,
pasal 15 ayat 2 huruf c, pasal 16 ayat 2 huruf c, pasal 17
ayal? huruf c dan bantuan sosial sebagaimana dimaksuld
dalam pasal 41 ayat 2 hunrf c, pasal 42 ayat 2 huruf c,
pasal 43 ayat 2 huruf c, pasal M ayal 2 huruf c, pasal 45
ayat? huruf c, pasal 46 ayat 2 huruf c, pasal 47 ayat2
huruf c, pasal 48 ayat 2 huruf c, pasal 49 ayat 2 huruf c,
pasal 50 ayat 2 hurufc, pasal 51 ayat 2 hurufc, pasal 52
ayat 2 huruf c, pasal 53 ayat 2 huruf c, terentum dalam
lampiran lll Peraturan Bupatiini.

(4) Fonnat pakta intryritas sebagaimana dimaksud pasal 27
ayat (3) huruf a dan pasal 61 ayat (4) huruf a, tercantum
dalam lampiran M Peraturan Bupati ini.

(5) Format NPHD sebagaimana dimaksud dalam pasat 26
ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

(6) Fonnat laporan penggunaan dana hibah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a dan bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2)
huruf a termntum dalam lampiran M Peraturan Bupati ini.

(7) Fonnat surat pemyataan tanggung iawab sebagaimana
dimaksud pasal 68 ayat (2) huruf b, tercantum dalam
lampiran VII Peraturan Bupati ini.



(8) Larnpiran sebagaimana dimakstd pda ay?t (1), ayat (2),
ayat {3), ayat (4}, ayat (5}, ayat {b}, ayat (6} dan ayat (7)
merupakan format yarg tklak nerupkan acuan baku
dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan obieldif, nyata sesuai
kebutuhan.

Pasal 76

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pnatausahaan
serta pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi hibah dan bantuan sosial pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belania llaerah berlaku sesuai
dengan Peratrran Bupati ini.

(2) Tata cam penganggaran, pehksanaan dan pnabusahaan
serta pertanggungiawaban dan pehporan serta monito'ring
dan erraluasi yang belum diafur dalam Perafuran Bupati ini,
disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan Pemerintah
Daerah dan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALI}I/AN

PasalTl

Dengan ditetapkanrrya Peraturan Bupati ini maka pelaturan
Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial dilingkurqan Pemerintah
Kabupaten Pasaman sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pasaman Nqnor 20 Tahun 2A12 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplen.

Agar setiap orang dapat mengetahuinp rnernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daer*-

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada targgal etFebruari 3A1,4

zuPATI PASAIIAN,

BENT{Y UTAMA

Sikaping
zA14
KABUPATEN PASAMAN,

t
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